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ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of fiscal policy on improving social welfare in Indonesia, focusing
on the influence of budget allocation for the social sector, poverty reduction, and social inequality. In the
Indonesian context, fiscal policy oriented towards the social sector plays an important role in reducing
poverty and inequality, but its impact is not evenly distributed across regions. This study uses a quantitative
descriptive analysis method by processing secondary data from state financial reports, poverty statistics,
and social inequality published by the Central Statistics Agency (BPS). The results of the study indicate
that increasing budget allocation for the social sector, such as education, health, and infrastructure, makes
a significant contribution to reducing poverty levels, especially in provinces with high poverty rates.
However, the impact on social inequality is more pronounced in urban areas with better infrastructure. In
addition, this study found an imbalance in budget management capacity between the central and regional
governments, which affects the effectiveness of fiscal policy. This study suggests the need to strengthen
budget management capacity in the regions and improve infrastructure and the quality of social services
to increase the impact of fiscal policy. These findings are expected to contribute to improving fiscal policy
to achieve more equitable social welfare in Indonesia.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap peningkatan kesejahteraan
sosial di Indonesia, dengan fokus pada pengaruh alokasi anggaran untuk sektor sosial, pengurangan
kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal yang berorientasi pada
sektor sosial memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, namun
dampaknya tidak merata di seluruh wilayah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif
kuantitatif dengan mengolah data sekunder dari laporan keuangan negara, statistik kemiskinan, dan
ketimpangan sosial yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
peningkatan alokasi anggaran untuk sektor sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,
memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan, terutama di provinsi dengan
tingkat kemiskinan tinggi. Namun, dampak terhadap ketimpangan sosial lebih terasa di wilayah perkotaan
yang memiliki infrastruktur lebih baik. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya ketimpangan dalam
kapasitas pengelolaan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah, yang mempengaruhi efektivitas
kebijakan fiskal. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan kapasitas pengelolaan anggaran di daerah
dan peningkatan infrastruktur serta kualitas pelayanan sosial untuk memperbesar dampak kebijakan fiskal.
Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kebijakan fiskal untuk mencapai
kesejahteraan sosial yang lebih merata di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Kemiskinan, Ketimpangan Sosial

PENDAHULUAN yang dihadapi oleh banyak lapisan

Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan  sosial
menjadi salah satu tujuan utama dalam mencakup berbagai aspek, mulai dari
pembangunan negara. Di Indonesia, pendidikan, kesehatan, hingga distribusi
meskipun telah mengalami berbagai pendapatan yang merata di seluruh
kemajuan dalam beberapa dekade wilayah, terutama di daerah pedesaan.
terakhir, ketimpangan sosial dan Salah satu instrumen utama yang
ekonomi masih menjadi tantangan besar digunakan oleh pemerintah untuk

2815


mailto:rahyono021@gmail.com

2023. COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting 7(1):2815-2828

meningkatkan  kesejahteraan  sosial
adalah kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal, yang mencakup
pengelolaan penerimaan dan
pengeluaran negara, memiliki peran
krusial dalam distribusi sumber daya
untuk sektor-sektor yang mendukung
kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia,
kebijakan fiskal ditetapkan dengan

tujuan untuk meningkatkan kualitas

hidup masyarakat, mengurangi
kemiskinan,  serta  menanggulangi
ketimpangan antar daerah. Dengan

meningkatkan alokasi anggaran untuk
sektor pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur, kebijakan fiskal
diharapkan dapat menciptakan dampak
positif terhadap kesejahteraan sosial
secara keseluruhan.

Namun, meskipun kebijakan fiskal
memiliki ~ potensi  besar  untuk
meningkatkan  kesejahteraan  sosial,
dampaknya tidak selalu langsung atau
merata. Terdapat perbedaan signifikan
dalam bagaimana kebijakan fiskal
diterima dan diterapkan di berbagai
daerah, serta dalam cara masyarakat
merespons kebijakan tersebut. Oleh
karena itu, penting untuk
mengeksplorasi lebih dalam mengenai
bagaimana kebijakan fiskal
mempengaruhi kesejahteraan sosial di
Indonesia dan mengidentifikasi faktor-

faktor yang dapat memaksimalkan
dampak positifnya.
Penelitian  mengenai  dampak

kebijakan fiskal terhadap kesejahteraan
sosial di Indonesia telah banyak
dilakukan, meskipun temuan yang ada
cenderung bervariasi. Beberapa studi
menunjukkan ~ bahwa  peningkatan
pengeluaran negara untuk sektor sosial,
seperti pendidikan dan kesehatan, dapat
memberikan  kontribusi  signifikan
terhadap pengurangan tingkat
kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Misalnya, Rahayu (2020) dalam
penelitiannya mengenai kebijakan fiskal
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dan kemiskinan di Indonesia
menemukan bahwa peningkatan
anggaran untuk sektor pendidikan dan
kesehatan berbanding positif dengan
peningkatan indeks kesejahteraan sosial
di beberapa provinsi.

Namun, ada juga studi yang
menunjukkan ~ bahwa  pengelolaan
kebijakan fiskal yang kurang efisien
dapat menimbulkan dampak yang
terbatas terhadap kesejahteraan sosial.
Susanti  (2021) dalam penelitiannya
mengenai efisiensi alokasi anggaran
negara di Indonesia mencatat bahwa
meskipun anggaran yang dialokasikan
untuk sektor sosial meningkat, distribusi
bantuan sering kali tidak tepat sasaran
dan tidak selalu sampai pada kelompok
yang membutuhkan. Hal ini
menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal
yang baik sangat diperlukan untuk
memastikan kebijakan fiskal benar-
benar efektif dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Studi lain, seperti yang dilakukan
oleh Putra dan Pradipta (2022), berfokus
pada peran kebijakan fiskal dalam
mengurangi ketimpangan antara daerah.
Mereka menemukan bahwa kebijakan
fiskal yang mendukung pembangunan
infrastruktur di daerah tertinggal dapat
mendorong pemerataan ekonomi dan
sosial. Meski demikian, ada kritik terkait
dengan kebijakan pusat yang lebih
cenderung memfokuskan anggaran pada
daerah yang sudah lebih maju, sehingga
memperburuk ketimpangan antar daerah.

Meskipun banyak penelitian telah
dilakukan untuk mengeksplorasi dampak
kebijakan fiskal terhadap kesejahteraan
sosial, masih  terdapat  beberapa
kesenjangan dalam literatur yang perlu
diperhatikan. Sebagian besar studi yang
ada lebih Dberfokus pada dampak
kebijakan fiskal di tingkat nasional,
sementara sedikit yang mendalami
pengaruh kebijakan fiskal di tingkat
lokal atau daerah. Selain itu, terdapat
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keterbatasan dalam mengidentifikasi
faktor-faktor ~ yang  mempengaruhi
keberhasilan kebijakan fiskal, seperti
kualitas pemerintahan daerah, partisipasi
masyarakat, dan pemanfaatan teknologi
dalam distribusi bantuan sosial.

Penelitian yang lebih mendalam
mengenai interaksi antara kebijakan
fiskal dan faktor-faktor lain yang
mempengaruhi  kesejahteraan  sosial,
seperti ketimpangan pendapatan, akses
terhadap layanan dasar, dan partisipasi
masyarakat dalam proses kebijakan,
masih jarang ditemukan. Oleh karena itu,
penelitian ini berusaha untuk mengisi
kesenjangan tersebut dengan mengkaji
bagaimana kebijakan fiskal dapat lebih
efektif dalam meningkatkan
kesejahteraan sosial, terutama dengan
mempertimbangkan konteks lokal yang
beragam di Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa
novelti yang membedakannya dari
penelitian sebelumnya. Pertama,
penelitian ini akan mengkaji secara lebih
rinci dampak kebijakan fiskal terhadap
kesejahteraan sosial di berbagai daerah

dengan mempertimbangkan  faktor-
faktor ~ kontekstual yang  dapat
mempengaruhi  efektivitas kebijakan

tersebut. Kedua, penelitian ini akan
mengidentifikasi  peran  pemerintah
daerah dalam mengimplementasikan
kebijakan  fiskal dan  bagaimana
kebijakan tersebut dapat diadaptasi
sesuai dengan kebutuhan dan potensi
lokal. Ketiga, penelitian ini akan
memanfaatkan pendekatan kuantitatif
dan kualitatif untuk  memberikan
gambaran yang lebih komprehensif
mengenai dampak kebijakan fiskal
terhadap  kesejahteraan  sosial  di
Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menganalisis dampak kebijakan
fiskal terhadap peningkatan
kesejahteraan sosial di Indonesia,
dengan fokus pada beberapa aspek
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penting.  Pertama, penelitian ini
bertujuan untuk menilai  pengaruh
kebijakan fiskal dalam mengurangi
kemiskinan dan ketimpangan sosial di
Indonesia. Kedua, penelitian ini akan
mengidentifikasi berbagai faktor yang
mempengaruhi  efektivitas kebijakan
fiskal, baik di tingkat nasional maupun

daerah, untuk meningkatkan
kesejahteraan ~ sosial.  Selanjutnya,
penelitian ini juga bertujuan untuk

menganalisis peran pemerintah daerah
dalam implementasi kebijakan fiskal,
serta bagaimana kebijakan tersebut dapat
diadaptasi agar lebih sesuai dengan
kebutuhan lokal. Terakhir, penelitian ini
akan memberikan rekomendasi
kebijakan  yang bertujuan  untuk
memperbaiki efektivitas kebijakan fiskal
dalam mencapai kesejahteraan sosial
yang lebih merata. Dengan tujuan
tersebut, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi signifikan dalam
pemahaman  tentang penggunaan
kebijakan fiskal sebagai alat untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial di
Indonesia, serta menjadi dasar dalam
merumuskan kebijakan yang lebih
efektif di masa depan.

KAJIAN PUSTAKA
Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merujuk pada
keputusan-keputusan yang diambil oleh
pemerintah terkait dengan pengelolaan
penerimaan dan pengeluaran negara,
yang bertujuan untuk mencapai tujuan
ekonomi dan sosial yang lebih luas.
Menurut Mankiw (2016), kebijakan
fiskal mencakup dua aspek utama, yaitu
kebijakan  pajak dan  kebijakan
pengeluaran  pemerintah.  Kebijakan
pajak bertujuan untuk menghasilkan
pendapatan negara, sementara kebijakan
pengeluaran bertujuan untuk
mendistribusikan sumber daya kepada
sektor-sektor yang mendukung
pembangunan,  seperti  pendidikan,
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kesehatan, infrastruktur, dan program-
program sosial lainnya.

Dalam konteks Indonesia,
kebijakan fiskal digunakan untuk
mendorong  pertumbuhan  ekonomi,

mengurangi kemiskinan, dan mengatasi
ketimpangan sosial antar daerah.
Pemerintah Indonesia, melalui anggaran
negara, berupaya untuk
menyeimbangkan antara penerimaan dan

pengeluaran untuk mendukung
pembangunan yang inklusif dan
berkelanjutan. Sebagai bagian dari

kebijakan fiskal, pemerintah juga dapat
menggunakan instrumen fiskal seperti
subsidi, transfer dana, dan pembiayaan
infrastruktur ~ untuk  meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan ~ sosial  adalah
kondisi kehidupan masyarakat yang
mencakup pemenuhan kebutuhan dasar,
seperti pendidikan, kesehatan,
perumahan, serta akses terhadap peluang
ekonomi yang adil. Menurut Sen (1999),
kesejahteraan sosial dapat dilihat dari
kemampuan individu untuk menjalani
kehidupan yang sehat dan produktif.
Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial
juga dapat diukur melalui indikator
seperti Indeks Pembangunan Manusia
(IPM), angka kemiskinan, dan tingkat
ketimpangan distribusi pendapatan.

Di Indonesia, tujuan utama dari
kebijakan pembangunan sosial adalah
untuk mengurangi ketimpangan sosial
dan ekonomi, serta meningkatkan
kualitas hidup masyarakat. Kebijakan
yang berfokus pada peningkatan akses
terhadap  layanan  dasar  seperti
pendidikan dan  kesehatan, serta
pemberdayaan ekonomi, memainkan
peran  penting dalam  mencapai
kesejahteraan sosial yang lebih merata.

Pengurangan Kemiskinan
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Kemiskinan merupakan masalah
multidimensional yang  melibatkan
keterbatasan dalam akses terhadap
sumber daya ekonomi dan sosial.
Menurut ~ World Bank  (2016),
kemiskinan dapat diukur melalui dua
pendekatan utama: pendapatan dan akses
terhadap layanan dasar. Pendekatan
pendapatan  mengukur  kemiskinan
berdasarkan kemampuan individu atau
keluarga untuk memenuhi kebutuhan
dasar, sedangkan pendekatan akses
mengukur  kemiskinan  berdasarkan
sejauh mana seseorang dapat mengakses
pendidikan, layanan kesehatan,
perumahan yang layak, dan fasilitas
dasar lainnya.

Pengurangan kemiskinan menjadi
salah satu fokus utama kebijakan fiskal
di banyak negara, termasuk Indonesia.
Pemerintah Indonesia melalui program-
program sosial seperti Program Keluarga
Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan
Non-Tunai (BPNT) berupaya untuk
mengurangi tingkat kemiskinan dengan
memberikan bantuan langsung kepada
keluarga miskin dan rentan. Penelitian
oleh Rahayu (2020) menunjukkan
bahwa kebijakan fiskal yang
meningkatkan alokasi untuk bantuan
sosial dapat mempercepat penurunan
angka kemiskinan di Indonesia.

Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Kesenjangan sosial dan ekonomi
mengacu pada ketidakmerataan
distribusi pendapatan dan kekayaan di
antara individu atau kelompok dalam
masyarakat. Ketimpangan ini dapat
berwujud dalam berbagai bentuk, seperti
kesenjangan pendapatan antara wilayah
perkotaan ~ dan  pedesaan, atau
ketidakmerataan dalam akses terhadap
pendidikan dan layanan kesehatan.
Menurut Ravallion (2001), kesenjangan
ekonomi dapat memengaruhi stabilitas
sosial dan politik, serta memperburuk
masalah kemiskinan.
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Di Indonesia, kesenjangan sosial
dan ekonomi sering kali tercermin dalam
perbedaan yang signifikan antara

provinsi dan antar kelompok masyarakat.

Program-program kebijakan fiskal yang
tepat sasaran, seperti subsidi untuk
daerah  tertinggal dan investasi
infrastruktur di daerah-daerah miskin,
diharapkan dapat mengurangi
kesenjangan ini dan  mendorong
pemerataan kesejahteraan sosial.

Efektivitas Kebijakan Fiskal
Efektivitas  kebijakan  fiskal
merujuk pada sejauh mana kebijakan
tersebut dapat mencapai tujuan yang
telah ditetapkan, seperti pengurangan

kemiskinan, pemerataan sosial, dan
pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan. Efektivitas ini sangat

bergantung pada kualitas implementasi
kebijakan, alokasi anggaran yang tepat
sasaran, serta partisipasi masyarakat
dalam proses kebijakan. Menurut
Aghion et al. (2006), efektivitas
kebijakan fiskal juga dipengaruhi oleh
kapasitas institusi pemerintah,
transparansi, dan akuntabilitas dalam
pengelolaan anggaran negara.

Penelitian oleh Putra dan Pradipta
(2022) mengungkapkan bahwa
meskipun anggaran untuk sektor sosial
meningkat, pengelolaan yang buruk
dapat mengurangi dampak positif
kebijakan fiskal terhadap kesejahteraan
sosial. Oleh Kkarena itu, efektivitas
kebijakan fiskal tidak hanya bergantung
pada besaran anggaran, tetapi juga pada
kualitas pengelolaan dan distribusi
sumber daya.

Peran Pemerintah Daerah dalam
Kebijakan Fiskal

Pemerintah daerah memainkan
peran penting dalam implementasi
kebijakan fiskal, terutama dalam hal
alokasi anggaran untuk sektor-sektor
sosial. Otonomi daerah yang diatur
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dalam Undang-Undang No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
memberikan ~ kewenangan  kepada
pemerintah daerah untuk merencanakan
dan melaksanakan kebijakan fiskal
sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini
sangat penting, mengingat kondisi sosial
dan ekonomi di setiap daerah di
Indonesia memiliki karakteristik yang
berbeda.

Menurut Haryanto (2020),
pemerintah  daerah harus mampu
mengoptimalkan penggunaan anggaran
daerah untuk mendukung program-
program yang dapat meningkatkan
kesejahteraan =~ masyarakat,  seperti
pembangunan infrastruktur,
pemberdayaan ekonomi lokal, dan
peningkatan kualitas pendidikan dan
kesehatan. Penelitian ini juga
menunjukkan bahwa kolaborasi antara
pemerintah pusat dan daerah sangat
penting untuk memastikan kebijakan
fiskal dapat diterapkan secara efektif di
seluruh wilayah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ~ ini  menggunakan
pendekatan campuran (mixed method),
yang menggabungkan metode kuantitatif
dan kualitatif untuk  memberikan
gambaran yang lebih komprehensif
mengenai dampak kebijakan fiskal
terhadap peningkatan kesejahteraan
sosial di  Indonesia.  Pendekatan
campuran dinilai sesuai untuk menggali
kompleksitas hubungan antara kebijakan
fiskal dan kesejahteraan sosial, karena
mampu memadukan keunggulan analisis
numerik dengan wawasan kontekstual
(Creswell & Plano Clark, 2018).

Pendekatan Kuantitatif

Untuk aspek kuantitatif, penelitian
ini akan mengumpulkan data sekunder
yang bersumber dari laporan tahunan
Badan Pusat Statistik (BPS),
Kementerian Keuangan, dan dokumen
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anggaran negara yang terkait dengan
kebijakan fiskal dan kesejahteraan sosial.
Data sekunder merupakan metode yang
sering digunakan dalam analisis
kebijakan publik karena efisiensi dan
ketersediaannya yang mencakup skala
luas (Johnson & Reynolds, 2020). Data
yang dikumpulkan akan mencakup
indikator-indikator utama seperti alokasi
anggaran untuk sektor sosial (pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur), tingkat
kemiskinan, dan ketimpangan sosial
yang diukur dengan indeks Gini (World
Bank, 2020). Analisis regresi linier
berganda akan digunakan untuk menguji
pengaruh kebijakan fiskal terhadap
pengurangan kemiskinan dan
ketimpangan sosial. Pendekatan ini
dipilih karena regresi linier
memungkinkan  analisis  hubungan
sebab-akibat yang kompleks dengan
mempertimbangkan variabel kontrol
seperti  tingkat pendidikan, akses
kesehatan, dan lokasi geografis (Gujarati
& Porter, 2017).

Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif akan
melibatkan ~ wawancara  mendalam
dengan berbagai pihak terkait, termasuk
pejabat pemerintah pusat dan daerah,
praktisi  kebijakan  fiskal,  serta
masyarakat yang menjadi penerima
manfaat kebijakan sosial. Wawancara ini
bertujuan untuk menggali pemahaman

mengenai  proses perencanaan dan
pelaksanaan kebijakan fiskal serta
tantangan yang dihadapi  dalam

meningkatkan kesejahteraan sosial (Yin,
2018). Selain itu, studi kasus akan
dilakukan di beberapa daerah yang
berbeda untuk menganalisis variasi
implementasi kebijakan fiskal di tingkat
lokal dan dampaknya terhadap
kesejahteraan sosial masyarakat
setempat (Stake, 2005).

Prosedur Pengumpulan Data
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Proses pengumpulan data untuk
penelitian ini akan dilakukan dalam dua
tahap. Tahap pertama  adalah
pengumpulan data kuantitatif melalui
analisis dokumen dan laporan statistik
yang relevan dengan kebijakan fiskal
dan kesejahteraan sosial. Tahap kedua
adalah pengumpulan data kualitatif
melalui wawancara semi-terstruktur
dengan informan kunci di tingkat pusat
dan daerah. Data kualitatif yang
diperoleh dari wawancara dan studi
kasus akan dianalisis menggunakan
teknik  analisis  tematik  untuk
mengidentifikasi tema-tema utama yang
muncul terkait implementasi kebijakan
fiskal dan pengaruhnya terhadap
kesejahteraan sosial.

Sampel dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di

empat provinsi di Indonesia yang dipilih
berdasarkan variasi kondisi sosial dan
ekonomi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur,
Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua
Barat. Pemilihan lokasi ini bertujuan
untuk  mencakup wilayah dengan
karakteristik yang berbeda, baik dari segi
tingkat kemiskinan, tingkat
pembangunan infrastruktur, maupun
distribusi alokasi kebijakan fiskal:

1. Jawa Barat: Sebagai salah satu
provinsi dengan jumlah penduduk
terbesar dan tingkat urbanisasi yang
tinggi, Jawa Barat dipilih untuk

menggambarkan  kondisi  daerah
perkotaan dengan tantangan alokasi
fiskal  yang berfokus  pada

infrastruktur dan pelayanan sosial di
wilayah padat penduduk.

2. Jawa Timur: Dengan latar belakang
sebagai provinsi yang memiliki
berbagai sektor ekonomi, termasuk
pertanian dan manufaktur, Jawa
Timur  dipilih  untuk  melihat
implementasi  kebijakan fiskal di
wilayah dengan kombinasi perkotaan
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dan pedesaan, serta potensi sektor
sosial yang lebih merata.

3. Nusa Tenggara Timur (NTT): NTT
dipilih sebagai representasi daerah
dengan tingkat kemiskinan yang
masih tinggi, tantangan geografis
yang signifikan, serta kebutuhan
fiskal yang berfokus pada pendidikan
dan kesehatan.

4. Papua Barat: Papua Barat dipilih
untuk menggambarkan tantangan
penerapan kebijakan fiskal di wilayah
yang kaya sumber daya alam, namun
menghadapi tantangan ketimpangan
sosial yang signifikan serta tingkat
kemiskinan yang relatif tinggi
dibandingkan rata-rata nasional.

Pemilihan lokasi ini dilakukan
menggunakan teknik purposive
sampling, sehingga penelitian dapat
menangkap  variasi implementasi
kebijakan fiskal di daerah dengan
karakteristik yang berbeda (Patton,
2015).

Sampel informan untuk
wawancara kualitatif akan terdiri dari 15
hingga 20 orang, mencakup pejabat
pemerintah, akademisi, serta perwakilan
masyarakat di masing-masing provinsi.
Pemilihan informan dilakukan
menggunakan teknik snowball sampling,
yang  memungkinkan  keterlibatan
informan kunci yang relevan
berdasarkan rekomendasi dari responden
sebelumnya (Creswell, 2014).

Teknik Analisis Data

Data kuantitatif yang diperoleh
dari laporan statistik akan dianalisis
menggunakan software statistik seperti
SPSS atau Stata untuk melakukan
analisis regresi dan menguji hubungan
antara kebijakan fiskal dan indikator
kesejahteraan sosial (Pallant, 2020).
Sementara itu, data kualitatif akan
dianalisis dengan menggunakan teknik
analisis tematik, yang melibatkan
pengkodean data wawancara untuk

2821

mengidentifikasi pola-pola yang relevan
(Clarke & Braun, 2013). Analisis
tematik ini  memungkinkan peneliti
untuk memahami konteks lokal dan
faktor-faktor ~ yang  mempengaruhi
efektivitas kebijakan fiskal dalam
meningkatkan kesejahteraan sosial.

Keabsahan dan Keandalan Data
Untuk memastikan keabsahan dan
keandalan data, penelitian ini akan
menggunakan teknik triangulasi, yaitu
dengan membandingkan hasil analisis
kuantitatif dan kualitatif untuk melihat

konsistensi temuan (Denzin, 2012).
Selain itu, wawancara akan dilakukan
dengan menggunakan pedoman
wawancara yang telah  disusun
sebelumnya, dan hasil wawancara akan
diverifikasi dengan  menggunakan
catatan  lapangan  dan  transkrip
wawancara. Dengan pendekatan ini,
penelitian diharapkan menghasilkan

temuan yang valid dan dapat dipercaya,
serta memberikan kontribusi signifikan
terhadap pemahaman mengenai dampak
kebijakan fiskal terhadap kesejahteraan
sosial di Indonesia (Miles, Huberman, &
Saldafa, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN
PENELITIAN
Hasil Penelitian

Penelitian ini  bertujuan untuk

menganalisis dampak kebijakan fiskal

terhadap peningkatan kesejahteraan
sosial di Indonesia. Dengan
menggunakan pendekatan campuran

(mixed-method) yang menggabungkan
analisis kuantitatif dan kualitatif, hasil
penelitian ini disajikan dalam dua bagian
utama: hasil dari analisis kuantitatif
mengenai hubungan antara kebijakan
fiskal dan kesejahteraan sosial, dan hasil
dari  analisis  kualitatif mengenai
implementasi kebijakan fiskal di tingkat
daerah.
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Hasil Analisis Kuantitatif
Data yang digunakan dalam
analisis kuantitatif mencakup laporan

anggaran  negara  dan indikator
kesejahteraan sosial selama periode
2015-2023. Penelitian ini  menguji

pengaruh alokasi anggaran untuk sektor
sosial, seperti pendidikan, kesehatan,
dan infrastruktur, terhadap tingkat
kemiskinan dan ketimpangan sosial di
Indonesia.

Pengaruh Alokasi Anggaran Sosial
terhadap Kemiskinan

Analisis regresi linier berganda
menunjukkan bahwa alokasi anggaran
untuk sektor sosial memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap pengurangan
kemiskinan. Berdasarkan data, setiap
peningkatan 1% dalam alokasi anggaran
untuk sektor sosial berkorelasi dengan
penurunan tingkat kemiskinan sebesar
0,4%. Hal ini menunjukkan bahwa
pengeluaran negara dalam sektor sosial,
terutama yang langsung menyasar
masyarakat miskin, berkontribusi dalam
pengentasan ~ kemiskinan.  Namun,
pengaruh tersebut lebih terasa di provinsi
dengan tingkat kemiskinan yang lebih
tinggi, seperti Nusa Tenggara Timur dan
Papua, meskipun dampaknya masih
terbatas.

Pengaruh Alokasi Anggaran terhadap
Ketimpangan Sosial

Analisis juga mengungkapkan
bahwa kebijakan fiskal berperan dalam
mengurangi ketimpangan sosial, yang
diukur dengan menggunakan Indeks
Gini. Secara keseluruhan, peningkatan
anggaran sektor sosial dapat
menurunkan  Indeks  Gini, tetapi
dampaknya bervariasi antar wilayah. Di
wilayah perkotaan dengan akses yang
lebih baik terhadap infrastruktur dan
pelayanan sosial, penurunan
ketimpangan lebih terasa. Namun, di
wilayah pedesaan dan daerah tertinggal,
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dampak  pengurangan
sosial lebih lambat.

ketimpangan

Faktor-faktor Penghambat

Meskipun ada pengaruh positif,
terdapat beberapa faktor penghambat
yang mempengaruhi efektivitas
kebijakan fiskal dalam mengurangi
kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Salah satu faktor utama adalah
ketimpangan kapasitas pengelolaan
anggaran antara pemerintah pusat dan
daerah. Daerah-daerah yang memiliki
kapasitas pengelolaan yang lebih rendah,
seperti Papua, mengalami kesulitan
dalam memanfaatkan anggaran sosial
dengan maksimal. Keterbatasan
infrastruktur dan kualitas pelayanan
publik di daerah terpencil juga
mengurangi dampak kebijakan fiskal.

Hasil Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yang dilakukan
melalui wawancara mendalam dan studi
kasus di beberapa daerah memberikan
wawasan lebih  mendalam tentang
tantangan implementasi kebijakan fiskal
di tingkat daerah.

Kendala
Fiskal
Wawancara  dengan  pejabat
pemerintah daerah dan pelaku kebijakan
mengungkapkan  bahwa  meskipun
kebijakan fiskal yang diarahkan untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial telah
diterapkan, seringkali implementasinya
terhambat oleh berbagai kendala. Salah
satu kendala utama adalah kurangnya
koordinasi antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dalam pengalokasian
anggaran. Pemerintah daerah yang
memiliki sumber daya terbatas sering
kali kesulitan dalam mengelola dan
menyalurkan dana dengan efisien. Hal
ini  berdampak pada rendahnya
efektivitas program-program  sosial,

Implementasi  Kebijakan
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meskipun dana yang dialokasikan sudah
cukup besar.

Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memainkan
peran yang sangat penting dalam
implementasi kebijakan fiskal. Temuan
dari studi kasus di beberapa provinsi
menunjukkan bahwa daerah dengan
kapasitas pengelolaan yang lebih baik,
seperti Jawa Barat dan Jawa Timur,
berhasil mengoptimalkan penggunaan
anggaran sektor  sosial untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebaliknya, di daerah yang mengalami
kesulitan administratif, seperti Papua
dan Nusa Tenggara, meskipun alokasi
anggaran sosial cukup besar, penerapan
kebijakan sering kali tidak berjalan
optimal.

Variasi Dampak di Berbagai Daerah

Hasil penelitian  menunjukkan
adanya variasi dalam dampak kebijakan
fiskal terhadap kesejahteraan sosial
antara daerah yang satu dengan yang
lainnya. Di wilayah perkotaan, di mana
infrastruktur dan pelayanan publik lebih
baik, kebijakan fiskal terbukti lebih
efektif dalam meningkatkan
kesejahteraan sosial. Sebaliknya, di
daerah dengan keterbatasan infrastruktur,
seperti daerah pedesaan dan daerah
tertinggal, meskipun kebijakan fiskal
sudah diterapkan, dampaknya lebih
lambat dan terbatas.

Tantangan dan Rekomendasi
Beberapa tantangan utama dalam

penerapan kebijakan fiskal adalah
keterbatasan dalam kapasitas
administratif ~ pemerintah daerah,

ketimpangan geografis dalam alokasi
anggaran, serta kurangnya keterlibatan
masyarakat dalam proses perencanaan
kebijakan fiskal. Oleh karena itu,
penelitian ini merekomendasikan agar
pemerintah pusat memperkuat
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koordinasi dengan pemerintah daerah,
meningkatkan kapasitas pengelolaan
anggaran daerah, serta memastikan
bahwa  kebijakan  fiskal dapat
disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Pemerintah daerah juga perlu diberi
otonomi lebih besar dalam merancang
dan mengimplementasikan kebijakan
fiskal yang relevan dengan Kkondisi
sosial-ekonomi setempat.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini
difokuskan pada pemahaman yang lebih
mendalam mengenai dampak kebijakan
fiskal terhadap peningkatan
kesejahteraan sosial di Indonesia,
dengan menyoroti faktor-faktor yang
mempengaruhi  keberhasilan  atau
kegagalannya. Berdasarkan hasil
penelitian, beberapa temuan utama
mencakup pengaruh positif kebijakan
fiskal terhadap pengurangan kemiskinan
dan ketimpangan sosial, namun juga
terdapat tantangan signifikan yang harus
diatasi agar dampaknya dapat dirasakan
secara lebih merata di seluruh Indonesia.
Pembahasan ini akan menguraikan
beberapa aspek penting dari temuan
penelitian, serta memberikan perspektif
tentang langkah-langkah yang
diperlukan untuk meningkatkan
efektivitas kebijakan fiskal di masa
depan.

Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap
Pengurangan Kemiskinan dan
Ketimpangan Sosial

Secara umum, hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kebijakan fiskal
yang berfokus pada alokasi anggaran
untuk  sektor sosial  (pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur) memiliki
dampak yang signifikan terhadap
pengurangan kemiskinan di Indonesia.
Peningkatan anggaran sosial yang
terfokus pada bantuan langsung kepada
rumah tangga miskin dan program
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pengentasan kemiskinan telah
membantu menurunkan angka
kemiskinan, terutama di wilayah yang
tingkat kemiskinannya tinggi, seperti
Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Namun, meskipun kebijakan fiskal
mampu mengurangi kemiskinan secara
umum, dampaknya terhadap
ketimpangan sosial belum sepenuhnya
merata. Penurunan ketimpangan sosial
lebih terasa di daerah perkotaan yang
memiliki infrastruktur lebih baik dan
lebih  mudah mengakses program-
program sosial. Sebaliknya, di wilayah
pedesaan dan daerah yang lebih terpencil,
dampak kebijakan fiskal terhadap
pengurangan ketimpangan sosial masih
terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa
pengalokasian anggaran sektor sosial,
meskipun meningkat, tidak selalu
diimbangi dengan kemampuan
infrastruktur dan kapasitas pengelolaan
yang memadai di daerah-daerah tertentu.

Penelitian ini sejalan dengan
temuan penelitian sebelumnya, seperti
yang disampaikan oleh Rahayu (2020),
yang mengungkapkan bahwa meskipun
peningkatan alokasi anggaran sosial
dapat menurunkan kemiskinan,
ketimpangan antar wilayah tetap
menjadi tantangan besar. Ketimpangan
ini tidak hanya berkaitan dengan
distribusi anggaran, tetapi juga dengan
ketidakmerataan dalam kualitas
pelayanan sosial dan infrastruktur di
berbagai daerah. Oleh karena itu, perlu
adanya kebijakan yang lebih terfokus
pada daerah-daerah yang memiliki akses
terbatas untuk memastikan kesejahteraan
sosial dapat merata di seluruh lapisan
masyarakat.

Keterbatasan Kapasitas Pengelolaan
Anggaran Daerah

Salah satu temuan utama yang
ditemukan dalam penelitian ini adalah
adanya ketimpangan dalam kapasitas
pengelolaan anggaran antara pemerintah
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pusat dan pemerintah daerah. Meskipun
kebijakan fiskal yang diterapkan oleh
pemerintah pusat bertujuan untuk
meningkatkan  kesejahteraan  sosial,
kenyataannya pengelolaan dan
implementasi  kebijakan tersebut di
tingkat daerah sering terhambat oleh
keterbatasan kapasitas administratif. Di
daerah-daerah dengan sumber daya
terbatas, seperti Papua, meskipun alokasi
anggaran untuk sektor sosial meningkat,
penerapan program-program tersebut
sering kali tidak optimal.

Menurut  wawancara  dengan
pejabat pemerintah daerah, salah satu
tantangan utama adalah kurangnya
sumber daya manusia yang terlatih
dalam mengelola anggaran sektor sosial.
Selain itu, keterbatasan sistem informasi
dan ketidaktersediaan data yang akurat

tentang kondisi sosial-ekonomi
masyarakat juga mempersulit
penyaluran bantuan secara efisien.

Penelitian oleh Putra dan Pradipta (2022)
juga menekankan bahwa pengelolaan
anggaran yang buruk dapat mengurangi
efektivitas kebijakan fiskal, meskipun
dana yang dialokasikan sudah cukup
besar.

Peran Pemerintah Daerah dalam
Implementasi Kebijakan Fiskal
Temuan lainnya dalam penelitian
ini adalah peran signifikan yang
dimainkan oleh pemerintah daerah
dalam keberhasilan atau kegagalan
implementasi kebijakan fiskal.
Pemerintah daerah yang memiliki
kapasitas pengelolaan yang lebih baik,
seperti yang ditemukan di Jawa Barat
dan Jawa Timur, cenderung lebih sukses
dalam mengoptimalkan anggaran sektor
sosial dan menyalurkan bantuan kepada
masyarakat yang membutuhkan. Di
daerah-daerah  ini, meskipun ada
ketimpangan sosial, kebijakan fiskal
lebih efektif karena adanya kolaborasi
yang baik antara pemerintah daerah dan
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masyarakat, serta adanya dukungan yang
lebih kuat terhadap program-program
pengentasan kemiskinan.

Namun, di daerah dengan
kapasitas pengelolaan yang lebih rendah,
seperti Papua dan Nusa Tenggara,
meskipun ada anggaran yang cukup
besar untuk sektor sosial, dampaknya
terhadap kesejahteraan sosial lebih
lambat. Hal ini menunjukkan bahwa
meskipun  pemerintah pusat telah
mengalokasikan dana yang cukup besar
untuk kebijakan fiskal, faktor lokal,
seperti kapasitas administrasi daerah,
kualitas pemerintah  daerah, serta
koordinasi antar lembaga, memainkan
peran  penting dalam  efektivitas
kebijakan fiskal tersebut.
Ketimpangan Geografis dan
Tantangan Infrastruktur

Salah satu temuan yang paling
mencolok dalam penelitian ini adalah
ketimpangan geografis dalam
pengelolaan kebijakan fiskal, terutama
yang  berkaitan  dengan  kualitas
infrastruktur dan pelayanan sosial. Di
daerah perkotaan, dengan akses yang
lebih  baik terhadap infrastruktur,
kebijakan fiskal lebih efektif dalam
meningkatkan  kesejahteraan  sosial.
Sebaliknya, daerah-daerah terpencil
dengan  keterbatasan  infrastruktur,
seperti daerah pedesaan dan daerah
terluar, meskipun menerima alokasi
anggaran sosial, dampaknya terhadap
kesejahteraan sosial lebih terbatas.

Untuk mengatasi tantangan ini,

penelitian  ini  menyarankan  agar
pemerintah pusat memperkuat alokasi
anggaran untuk pembangunan
infrastruktur dasar di daerah-daerah

terpencil, serta mendorong kerjasama
antara pemerintah pusat dan daerah
untuk meningkatkan kualitas layanan
publik di daerah tersebut. Tanpa
perbaikan infrastruktur yang memadai,
program-program sosial yang didanai

2825

oleh kebijakan fiskal akan sulit mencapai
tujuan yang diinginkan.

PENUTUP
Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini
menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di
Indonesia memiliki dampak positif
terhadap peningkatan kesejahteraan
sosial, terutama dalam mengurangi
tingkat kemiskinan dan ketimpangan
sosial. Alokasi anggaran untuk sektor
sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur telah memberikan
kontribusi  signifikan, khususnya di
daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi
seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua.
Meskipun demikian, dampak tersebut
lebih terasa di wilayah perkotaan yang

memiliki  infrastruktur lebih  baik,
sementara di daerah pedesaan dan
tertinggal, dampaknya terhadap

ketimpangan sosial masih terbatas. Salah
satu temuan utama adalah adanya
ketimpangan dalam pengelolaan
anggaran antara pemerintah pusat dan
daerah. Daerah-daerah dengan kapasitas
pengelolaan anggaran yang rendah,
seperti di Papua dan Nusa Tenggara,
mengalami kesulitan dalam menerapkan
kebijakan fiskal secara efektif, akibat
keterbatasan administratif dan
infrastruktur. Sebaliknya, daerah-daerah
dengan kapasitas pengelolaan lebih baik,
seperti Jawa Barat dan Bali, dapat
memaksimalkan anggaran sektor sosial
dengan lebih efisien.

Penelitian ini memberikan
kontribusi  yang signifikan dengan
memperjelas hubungan antara alokasi
anggaran sektor sosial dan pengurangan
kemiskinan serta ketimpangan sosial.
Selain itu, penelitian ini menyoroti
pentingnya pengelolaan anggaran yang
efisien serta kapasitas pemerintah daerah
dalam memastikan kebijakan fiskal
dapat diterapkan dengan optimal.
Temuan ini menjadi referensi bagi
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pembuat kebijakan untuk merancang
kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran,
terutama di daerah-daerah dengan
keterbatasan infrastruktur dan kapasitas
administratif.

Implikasi dari penelitian ini adalah
bahwa kebijakan fiskal di Indonesia
perlu diperkuat dengan langkah-langkah
strategis untuk mencapai kesejahteraan
sosial yang lebih merata. Perlu ada upaya
untuk meningkatkan kapasitas
pengelolaan anggaran di tingkat daerah,
terutama di daerah-daerah dengan
kapasitas administratif terbatas. Hal ini
dapat dilakukan melalui pelatihan dan
peningkatan keterampilan pengelolaan
anggaran bagi aparat pemerintah daerah.
Selain itu, penting untuk meningkatkan
infrastruktur dan kualitas pelayanan
sosial di daerah terpencil dan pedesaan
agar kebijakan fiskal dapat lebih efektif
dalam mengurangi ketimpangan sosial.
Untuk itu, koordinasi yang lebih erat
antara pemerintah pusat dan daerah
sangat dibutuhkan agar implementasi
kebijakan fiskal dapat berjalan dengan
lancar dan memberikan dampak positif
terhadap kesejahteraan sosial. Penelitian
ini juga memberikan langkah-langkah
praktis yang dapat diambil untuk
memperbaiki kebijakan fiskal di masa
depan demi tercapainya kesejahteraan
sosial yang lebih merata di Indonesia.
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